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ABSTRAKSI 

 

Maraknya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan salah  satu  bentuk  
tragedi  kemanusiaan  yang  masih  tersisa  dan  menjadi  agenda  berbagai  pihak, baik  secara  
nasional  maupun  internasional  untuk  menghapuskannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  
penulis  di  Langgur  Maluku  Tenggara  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar kaum  
perempuan  mengalami  berbagai  bentuk  kekerasan,  seksual  dan  non-seksual,  fisik  maupun  
nonfisik.  Secara  universal,  kekerasan  terhadap  perempuan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  
ketimpangan  sosial  budaya  (patrilineal  dan  gender)  dalam  sistem  kehidupan  keluarga  dan  
masyarakat  setempat.  Kekerasan  terhadap  perempuan  yang  pelakunya  kaum  laki-laki  
sering  terjadi  di  daerah  Langgur  namun   ditemukan  bahwa  respons  dan  reaksi  
masyarakat  khususnya  kaum  perempuan  masih  sangat  rendah  untuk  melaporkan  tindak  
kekerasan  yang  dialami  melalui  jalur  hukum. Peran  lembaga  litigasi  kurang  populer  
sebagai  sumber  untuk  menyelesaikan  masalah  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (KTP),  
seperti  halnya  peran  lembaga  nonlitigasi  baik  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  
maupun  lembaga lainnya.   

Masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  menjadi  isu  yang  menonjol. Hal  itu  
bukan  saja  disebabkan  oleh  makin  beragamnya  kasus  kekerasan  yang  dialami  
perempuan,  melainkan  intensitasnya  pun  makin  bertambah. Kekerasan  terhadap  
perempuan  pada  umumnya  terjadi  di  berbagai  belahan  bumi  dan  pada  umumnya  si  
pelaku  adalah  laki-laki. KTP  yang  dituangkan  dalam  deklarasi  PBB tahun 1994  
menegaskan  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  atas  
dasar  perbedaan  jenis  kelamin  yang  mengakibatkan  atau  dapat  mengakibatkan  kerugian  
atau  penderitaan  terhadap  perempuan,  baik  secara  fisik, psikis,  maupun  seksual,  termasuk  
ancaman  perbuatan  tersebut,  paksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-
wenang,  baik  yang  terjadi  dalam  kehidupan  yang  bersifat  publik  maupun  privat.  

Selain  itu  pula, adanya  tingkat  kesadaran  Keadilan  dan  Kesetaraan Gender (KKG)  
yang  rendah  pada  tokoh  adat.  Kesadaran  KKG  yang  lebih  tinggi  dapat  ditemukan  pada  
tokoh  intelektual,  tokoh  agama,  maupun  tokoh  LSM,  namun  tidak  seluruhnya  
mempunyai  kesadaran  KKG  yang  tinggi.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  tantangan  bagi  
kalangan  pemerhati  masalah  perempuan  untuk  dapat  mengupayakan  peningkatan  
kesadaran  para  tokoh  terhadap  masalah  kesetaraan  gender  sebagai  upaya  yang  diperlukan  
dalam  meminimalisir  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan. Dengan  adanya  
intensitas  kekerasan  yang  semakin   meningkat di  Langgur, maka  pemerintah (aparat  
penegak  hukum), kalangan LSM, Badan pemberdayaan  perempuan,  dan  tokoh  agama perlu  
memperkuat  jaringan  untuk  menangani  kasus-kasus  KTP. Penanganan  kasus kekerasan  
terhadap  perempuan tidak  terbatas  pada  penyelesaian  kasus  kekerasan,  akan  tetapi  perlu  
melakukan  tindakan  pencegahan  atau  tindakan  preventif, penanganan, pemulihan, dan  
pemberdayaan  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  perspektif  teori  
kekerasan  dan  konflik  untuk  menganalisis  penyebab  dan  penanganan  kasus  kekerasan  
terhadap  perempuan  di  Langgur-Maluku  Tenggara.    

         
Kata  kunci  : 
Kekerasan  terhadap  perempuan,  Pencegahan, Penanganan  KTP, Perlindungan  dan   
Pemberdayaan  Perempuan.    
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ABSTRAKSI 

 

Maraknya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan salah  satu  bentuk  
tragedi  kemanusiaan  yang  masih  tersisa  dan  menjadi  agenda  berbagai  pihak, baik  secara  
nasional  maupun  internasional  untuk  menghapuskannya. Berdasarkan  hasil  penelitian  
penulis  di  Langgur  Maluku  Tenggara  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar kaum  
perempuan  mengalami  berbagai  bentuk  kekerasan,  seksual  dan  non-seksual,  fisik  maupun  
nonfisik.  Secara  universal,  kekerasan  terhadap  perempuan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  
ketimpangan  sosial  budaya  (patrilineal  dan  gender)  dalam  sistem  kehidupan  keluarga  dan  
masyarakat  setempat.  Kekerasan  terhadap  perempuan  yang  pelakunya  kaum  laki-laki  
sering  terjadi  di  daerah  Langgur  namun   ditemukan  bahwa  respons  dan  reaksi  
masyarakat  khususnya  kaum  perempuan  masih  sangat  rendah  untuk  melaporkan  tindak  
kekerasan  yang  dialami  melalui  jalur  hukum. Peran  lembaga  litigasi  kurang  populer  
sebagai  sumber  untuk  menyelesaikan  masalah  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (KTP),  
seperti  halnya  peran  lembaga  nonlitigasi  baik  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  
maupun  lembaga lainnya.   

Masalah  kekerasan  terhadap  perempuan  menjadi  isu  yang  menonjol. Hal  itu  
bukan  saja  disebabkan  oleh  makin  beragamnya  kasus  kekerasan  yang  dialami  
perempuan,  melainkan  intensitasnya  pun  makin  bertambah. Kekerasan  terhadap  
perempuan  pada  umumnya  terjadi  di  berbagai  belahan  bumi  dan  pada  umumnya  si  
pelaku  adalah  laki-laki. KTP  yang  dituangkan  dalam  deklarasi  PBB tahun 1994  
menegaskan  bahwa  kekerasan terhadap  perempuan  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  atas  
dasar  perbedaan  jenis  kelamin  yang  mengakibatkan  atau  dapat  mengakibatkan  kerugian  
atau  penderitaan  terhadap  perempuan,  baik  secara  fisik, psikis,  maupun  seksual,  termasuk  
ancaman  perbuatan  tersebut,  paksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-
wenang,  baik  yang  terjadi  dalam  kehidupan  yang  bersifat  publik  maupun  privat.  

Selain  itu  pula, adanya  tingkat  kesadaran  Keadilan  dan  Kesetaraan Gender (KKG)  
yang  rendah  pada  tokoh  adat.  Kesadaran  KKG  yang  lebih  tinggi  dapat  ditemukan  pada  
tokoh  intelektual,  tokoh  agama,  maupun  tokoh  LSM,  namun  tidak  seluruhnya  
mempunyai  kesadaran  KKG  yang  tinggi.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  tantangan  bagi  
kalangan  pemerhati  masalah  perempuan  untuk  dapat  mengupayakan  peningkatan  
kesadaran  para  tokoh  terhadap  masalah  kesetaraan  gender  sebagai  upaya  yang  diperlukan  
dalam  meminimalisir  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan. Dengan  adanya  
intensitas  kekerasan  yang  semakin   meningkat di  Langgur, maka  pemerintah (aparat  
penegak  hukum), kalangan LSM, Badan pemberdayaan  perempuan,  dan  tokoh  agama perlu  
memperkuat  jaringan  untuk  menangani  kasus-kasus  KTP. Penanganan  kasus kekerasan  
terhadap  perempuan tidak  terbatas  pada  penyelesaian  kasus  kekerasan,  akan  tetapi  perlu  
melakukan  tindakan  pencegahan  atau  tindakan  preventif, penanganan, pemulihan, dan  
pemberdayaan  perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  perspektif  teori  
kekerasan  dan  konflik  untuk  menganalisis  penyebab  dan  penanganan  kasus  kekerasan  
terhadap  perempuan  di  Langgur-Maluku  Tenggara.    

         
Kata  kunci  : 
Kekerasan  terhadap  perempuan,  Pencegahan, Penanganan  KTP, Perlindungan  dan   
Pemberdayaan  Perempuan.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Persoalan  kekerasan  terhadap  perempuan (KTP) sampai saat ini masih 

menjadi wacana serius untuk didiskusikan. Selain karena terus mengalami 

perkembangan,  permasalahan kekerasan  terhadap  perempuan tidak  pernah 

habis  dan marak terjadi baik di ranah publik maupun  di sektor-sektor lainnya. 

Kekerasan  yang  dilakukan  laki-laki  terhadap  perempuan  merupakan  masalah  

yang  sering  terjadi  dan  cukup  serius  dikarenakan  makin  berkembangnya  

derajat  dan  intensitasnya  setiap  tahun.  Kekerasan  terhadap  perempuan    

merupakan  satu  masalah  sosial  yang  semakin  menonjol,  baik  dalam  konteks  

regional,  nasional  maupun  Internasional. 

Kekerasan terhadap  perempuan  terjadi  dalam  bentuk  yang  berbeda-beda,  

pada prinsipnya  perbedaan  itu  dapat  digeneralisasikan. Namun, terlepas  dari  

sifat  universal  kekerasan  terhadap perempuan, media informasi dan  pejabat  

pemerintah  tertentu  masih  cenderung  membatasi diskusi  mereka  tentang  

prevalensi  kekerasan  terhadap  perempuan  di beberapa belahan  dunia saja, 

sebagai  indikator  ketertinggalan  budaya  dan/atau agama di wilayah tersebut.1 

Di lain pihak, meskipun   perjanjian  internasional  dan upaya-upaya  untuk  

memerangi   praktek-praktek  tersebut  mengalami  peningkatan  signifikan,  

namun   kelompok  progresif  yang  mengalami  peningkatan  jumlah  justru  

menunjukan  rasa  gentar  untuk  menyuarakan  pelanggaran  hak  asasi  

perempuan  atas  nama  budaya  atau  agama. Atas  dasar  keinginan  yang  tulus 

untuk  menghormati  keragaman  dan  multikulturalisme  dunia, banyak  

komunitas  internasional  khususnya di Barat,  juga  melonggarkan  standar  hak  

asasi  manusia  yang  ingin  mereka  promosikan.  Mereka  justru  memaklumi  

atau  meremehkan  persoalan  kekerasan  terhadap  perempuan  jika  persoalan  

tersebut  dinilai  sebagai  praktek  budaya, agama, atau  tradisi  yang  otentik. 

                                                 
1 Yuarsi Susi Eja dkk, Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap  Perempuan, PSKK  

UGM, Yogyakarta  2002, hal. 2. 
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Di  Indonesia,  Komnas  Perempuan  mencatat  bahwa  kekerasan  terhadap  

perempuan  di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, 

terdapat 5.934 kasus kekerasan terhadap  perempuan yang  2.703 diantaranya 

adalah kasus  KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tercakup dalam 

kategori ini adalah kekerasan terhadap istri sebanyak 2.025 kasus (75%), 

kekerasan  tehadap  anak  perempuan  389  kasus (24%), dan kekerasan terhadap 

keluarga lainnya 23 kasus (1%).2 Jumlah korban kasus  kekerasan terhadap 

perempuan pada tahun 2009 mencapai 143.586 orang. Angka ini meningkat  

sebesar  263% dibandingkan tahun 2008 sebanyak 54.425 korban.3  Sementara di 

Provinsi Maluku, diketahui  jumlah kasus kekerasan terhadap  perempuan  

mengalami  peningkatan  signifikan  . Seperti  dalam grafik  berikut ;  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan  

Di Provinsi Maluku periode 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010

Jumlah K

2

58 47
53

Keterangan : 

-KTP  pada  tahun 2007  berjumlah  22  kasus 
-KTP  pada  tahun  2008  berjumlah  58  kasus 
-KTP  pada  tahun  2009  berjumlah  47  kasus 
-KTP  pada  tahun  2010  berjumlah   53  kasus 

 Sumber : Komnas Antikekerasan Terhadap Perempuan tahun 2011 
 

Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di Kota Langgur, menunjukkan angka  

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terdapat 22 kasus selama triwulan  satu  

sampai  tiga  periode  januari-september  tahun  2011.4  Pola kekerasan terhadap 

                                                 
2 Adji S, Emma. Kekerasan terhadap perempuan bukti diskriminasi gender, benarkah?.               
    http://www.malang.ac.id/bem/keras.htm (diakses 10 Desember 2008). 
3  Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman 

Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang (Catatan KTP 
Tahun 2009), hlm 9. 

4  Kepolisian Negara RI, Resort Maluku Tenggara, Daftar Kasus Triwulan Satu Tahun 2011. 
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perempuan yang cenderung terjadi berupa kekerasan psikis dan seksual  terjadi di 

tiga ranah yaitu keluarga  atau  relasi personal, komunitas  dan  negara.  Korban  

KTP  yang  cukup menonjol adalah  kekerasan terhadap istri (96%). Usia korban 

cenderung lebih muda  dari  kelompok  usia 13-18  tahun, usia anak.  Karakteristik  

usia  pelaku  sama dengan tahun sebelumnya, yaitu usia produktif antara 25-40 

tahun.5 

Walaupun  jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kota Langgur belum  

diketahui  secara  pasti, namun  kondisi tersebut  sangat  memprihatinkan dan 

memerlukan  perhatian  secara  khusus.  Keseriusan tersebut  semakin  tampak  

ketika  diketahui  bahwa tindak kekerasan terhadap  perempuan  merupakan  salah 

satu bentuk pelanggaran HAM yang terindikasi dengan berbagai peraturan 

pencegahan diantaranya dengan UU No.23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tindak  kekerasan terhadap perempuan 

terutama dalam keluarga di  kota  Langgur  terus  berlangsung  bahkan  

mengalami  peningkatan  kuantitas maupun kualitas. 

Kasus  kekerasan  terhadap  perempuan mungkin tidak akan menjadi sesuatu 

yang menarik untuk dikaji, jika pelaku adalah orang yang tidak dikenal.  Hal ini 

menjadi menarik ketika diketahui  bahwa tindak  kekerasan itu dilakukan di dalam 

keluarga dan pelaku adalah orang  yang sangat  dekat  dengan  korban  yaitu  

suami  kepada  istrinya, seorang ayah  kepada anak perempuannya, seorang  

saudara laki-laki kepada saudara perempuan  lainnya, dan seterusnya.6  

 Perempuan  sangat  rentan  mengalami  berbagai  bentuk  kekerasan  baik  

di  perkotaan  maupun  di  pedesaan.  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,    baik  

kekerasan  seksual  maupun  nonseksual  lebih  banyak  dialami  perempuan  di  

perkotaan  dibandingkan  dengan  di  pedesaan. Poerwandari 7 menyatakan  bila  

anggapan masyarakat  menyatakan  tempat yang  berbahaya bagi  perempuan  

adalah  di luar rumah, namun  faktanya tidak demikian.  Perempuan   justru  lebih  

                                                 
5 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tak Hanya di Rumah: Pengalaman 

Perempuan  akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang Catatan KTP 
Tahun 2009. 

6 Fathul Djannah, Kekerasan terhadap Istri, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm 1. 
7 Ihromi, Irianto, Luhulima, Penghapusan diskriminasi terhadap wanita (Bandung: Alumni, 2000),    

hlm 21. 
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sering  dilukai dan mengalami kekerasan dalam  lingkup  personal, baik  dalam  

kaitan perannya sebagai istri, anggota keluarga lain, pacar  atau  teman  intim. 

 Kekerasan  personal  seperti  ini  adalah  kekerasan yang  sulit untuk 

diungkap,   antara lain karena: (1) cukup banyak pihak yang menganggap bahwa 

hal tersebut lumrah saja,  dengan  kata  lain  merupakan  bagian dari ”pendidikan” 

yang  dilakukan  suami  kepada  istri; (2) konflik dalam keluarga sangat sering 

dilihat  sebagai  masalah  internal, baik oleh orang  luar  maupun oleh  orang di 

dalam keluarga  itu sendiri;  dan (3) baik pelaku atau  korban  sangat  sering  

menutupi  kejadian  tersebut  dengan  alasan yang  berbeda. Pelaku  menganggap  

apa yang terjadi  adalah  urusan  keluarga dan hak pribadinya, sementara  korban  

merasa  sangat  malu  untuk  membuka ”aib”.  

Disadari  ataupun tidak, persoalan kekerasan terhadap  perempuan sudah 

menjadi  kebiasaan kultural sebuah rumah  tangga  di Indonesia terutama  di  

daerah  pedalaman. Kesan dan mitos bahwa istri  adalah ”pelayan” seksual suami  

dan  rela menggadaikan kebebasan pada  suami  adalah  kontrak  sosial  yang  

tidak  tertulis selama ini.8  

Fenomena itu  mungkin  juga  menjadi  bumbu kehidupan rumah tangga di 

Kota  Langgur. Dipastikan ”politik” balas  jasa  istri  pada suami adalah kontrak  

struktural  yang  harus dijalani. Kebebasan istri untuk mencari nafkah  bagi  

keluarga  akan ditepis oleh  peran domestik  istri. Dengan  demikian,  budaya  

patriarkhi  sebagai  budaya  yang  berpusat  pada  nilai  laki-laki  merupakan  basis  

bagi  suburnya  perilaku  bias  gender.   

 

1.2 Batasan Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Langgur sebagai Ibukota  Kabupaten 

Maluku Tenggara. Pemilihan lokasi di Kota Langgur dengan alasan mendasar 

bahwa maraknya kasus-kasus  KTP  sering  terjadi. Hal yang ingin diketahui 

secara mendalam adalah: 

a. Faktor-faktor apa yang menimbulkan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)  

di   Kota Langgur,  Ibukota  Kabupaten  Maluku  Tenggara. 

                                                 
8 Fathul  Djannah,  Kekerasan  Terhadap  Istri,  (Yogyakarta:LKIS,2002), hlm.1 
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b. Peran  Stakeholder   dalam  upaya menangani berbagai kasus Kekerasan 

Terhadap  Perempuan (KTP)  di Kota Langgur,  Ibukota  Kabupaten  Maluku  

Tenggara. 

 

1.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan  pokok  

permasalahan  yang  perlu  dikaji  dalam  penulisan  tesis ini yaitu minimnya 

kepedulian masyarakat kota Langgur terhadap masalah KTP serta kurangnya 

upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab semua pihak 

dalam menghentikan/tidak mentolelir  segala bentuk KTP, sangat berpeluang bagi 

munculnya tindak KTP  yang  meresahkan seluruh lapisan  masyarakat. 

Berdasarkan  permasalahan  tesis  di  atas,  maka  dapat  dijabarkan  beberapa  

pertanyaan  sebagai  berikut:  

a. Mengapa sering terjadinya tindak Kekerasan Terhadap  Perempuan  di   Kota 

Langgur,  Ibukota  Kabupaten  Maluku  Tenggara?  

b. Bagaimanakah peran masyarakat, aktivis LSM, aktivis organisasi sosial, 

lembaga keagamaan dan pemerintah/kepolisian/lembaga penegak hukum 

dalam upaya menangani berbagai kasus tindak KTP di daerah tersebut? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam  faktor  

utama  penyebab  munculnya tindak KTP  yang pelakunya  adalah kaum  laki-laki  

di Kota Langgur, serta bagaimanakah upaya pihak kepolisian/pemerintah/lembaga 

penegak hukum, para  pemuka  adat dan pemuka agama dalam mencegah,  

menangani  dan  mengatasi  terjadinya  tindak  KTP  di Kota Langgur-Maluku 

Tenggara. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian  

Tesis  ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah  

daerah,  pihak lembaga  keagamaan  dan  institusi  sosial  yang ada  dalam  

masyarakat  kota  Langgur   untuk  menyelenggarakan  berbagai  tindakan  
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prefentif  guna  mencegah  terjadinya  tindak  KTP,  dan  upaya menangani  tindak  

kekerasan. 

 

1.6 Hipotesis 

Penelitian  ini  didasarkan  pada  hipotesis: “kekerasan  terhadap  perempuan  

(KTP)  yang  terjadi  di  kota  Langgur  pada  hakikatnya  disebabkan  oleh  

budaya  masyarakat  kota  Langgur  yang  patriarki”.  

 

1.7 Kerangka Teori  

1.7.1 Konflik. 

    Dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan individu mengalami  

konflik  merupakan  suatu  kenyataan  hidup dan tidak dapat dihindari. 

Karena itu, konflik tetap berguna bahkan dibutuhkan, karena ia memang 

merupakan  bagian  dari  keberadaan  kita. Perdamaian sendiri merupakan 

konsep yang cukup luas dan pencapaiannya membutuhkan proses yang 

panjang.  Untuk  mencapai  kondisi  tersebut,  kita memerlukan  suatu 

gerakan yang  sinergis, bukan gerakan  yang  terpisah-pisah. 

    Tahap  lanjut dari konflik biasanya adalah munculnya perilaku 

kekerasan. Dengan demikian, yang mendasar bagi masyarakat adalah 

kecakapan  mengelola konflik  yang  cenderung  destruktif (merusak) ke arah 

konstruktif  (membangun), sehingga  perdamaian dan  anti kekerasan  

menjadi nilai  budaya  yang  mampu meredam munculnya konflik yang 

bernuansa kekerasan. 

 

1.7.2 Kekerasan 

   “Istilah kekerasan digunakan untuk mengambarkan perilaku, baik yang 

terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang 

(offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai dengan kekuatan dengan 

orang lain”.  Johan Galtung  mendefinisikan  kekerasan sebagai “Segala 

sesuatu yang  menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan 

potensi diri secara wajar. Kekerasan sangat dekat kaitanya dengan kekuatan, 
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sehingga kegiatan yang menggunakan kekuatan juga sebagai kekerasan”9  

Simon  Fisher (et.al) memandang  kekerasan sebagai  tindakan,  perkataan, 

sikap, berbagai  struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara 

fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk 

meraih potensinya secara penuh10.     

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian 

tentang data   yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  dalam bentuk kata-kata  

dan  gambar,  kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil 

wawancara  antara peneliti dengan informan. Informasi yang digali lewat 

wawancara mendalam terhadap informan yang terdiri atas :   

Stakeholder  KTP yang ada di  dalam masyarakat  seperti  tokoh  agama, 

tokoh  masyarakat,  aparat  penegak  hukum  dan LSM sebagai pemerhati. 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  etnografi.  Studi etnografi 

(ethnographic studies) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, 

kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi 

studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, 

kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup. Etnografi adalah pendekatan empiris 

dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam 

tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (fieldwork) yang 

intensif11. 

Etnografi  merupakan  pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. 

Tujuan utama aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup 

dari sudut pandang penduduk asli, sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw 

Malinowski, bahwa  tujuan  etnografi adalah  memahami  sudut pandang 

penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk  mendapatkan 

                                                 
9 Galtung, Johan,Study Perdamaian: Perdamaian  dan  Konflik, Pembangunan  dan  Peradaban, 

terj.Asnawi- Syarifuddin, Pustaka  Eureka, Surabaya, hal.23    
10 Simon Fisher et.al, Mengelola  Konflik-Ketrampilan  dan Strategi  Bertindak, The  British  

Council, Jakarta 2001, hlm. 15 
11  Spardley,James P, “Metode  Etnografi”  Yogyakarta : Tiara  Wacana,2007, hal.5 
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pandangannya mengenai dunianya. Jadi, etnografi tidak hanya mempelajari 

masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi belajar dari masyarakat.   

           

1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Sebagaimana sudah ditulis dalam batasan penelitian, maka selanjutnya 

penelitian ini mengambil  lokasi di Kota Langgur sebaga  Ibukota  Kabupaten 

Maluku Tenggara. Penulis memilih lokasi di kota  Langgur dengan alasan 

mendasar bahwa maraknya kasus-kasus KTP sering  terjadi  di daerah ini. 

Penelitian  ini  dilakukan  selama tiga  bulan.   

 

1.8.3 Narasumber Penelitian 

Teknik  pemilihan  narasumber  penelitian  dilakukan  secara spesifik  

yaitu  setiap  stakeholder  KTP  yang  ada dalam masyarakat (korban, tokoh  

agama, tokoh masyarakat, aparat  penegak  hukum) dan LSM sebagai  

lembaga   pemerhati   penanganan  KTP. Jenis data dan Cara Pengumpulan 

Data.   

 

1.8.4 Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari 

penelitian melalui cara interview atau wawancara terhadap subyek  penelitian. 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah  data Kekerasan terhadap  

perempuan.  Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini terdiri  dari dua, 

yaitu  antara  lain: 

a. Data Primer 

Data  primer  yaitu  sejumlah   fakta  dan    keterangan  yang   didapat  

langsung dari  penelitian   lapangan  dari  sumber  data   pertama.  Dalam  

hal  ini   data didapat   dari  hasil  observasi  dan  wawancara. Teknik  

triangulasi   dilakukan dengan   menggunakan   pemeriksaan   sumber  

data   lain   yang  diperoleh   dalam   penelitian.12 

Pertama,  pengumpulan   data  dilakukan   dengan   wawancara 

berguna  untuk   mendapatkan   informasi   dengan   bertanya   langsung   
                                                 
12 Moleong, L.J., Metode Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 

2002), hlm. 21. 
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kepada informan, dalam  hal   ini  langsung  berhubungan  dengan  

informan. Metode dilakukan  dengan  mengajukan  pertanyaan   langsung  

kepada  informan bertujuan untuk  mendapatkan informasi  yang  akurat.  

Wawancara menggunakan   interview  guide  dan   wawancara   bebas. 

Kedua,  melakukan   observasi  adalah   pengamatan  dan   penelitian   

yang langsung  di  Langgur   Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Pada  

penelitian   ini digunakan   observasi   partisipan   dengan  melakukan   

pengamatan   dan pencatatan   secara   sistematis  untuk   memperoleh   

gambaran tentang  tindak Kekerasan  Terhadap  Perempuan di  Langgur  

dan  peran  stakeholder  untuk menangani   berbagai   kasus  tindak  KTP. 

Ketiga,  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  pencarian  

data-data  yang dilakukan   dengan  membaca  buku-buku   atau  literatur- 

literatur dan melalui media   internet.  Hal  ini  berguna  untuk mencari  

informasi-informasi  yang penting   sebagai  bahan  referensi  tambahan  

bagi  penulis agar data-data yang diperoleh dapat sesuai dengan teori 

yang ada. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber atau  pihak-

pihak lain. Data  sekunder  diperoleh  dari  literatur-literatur, studi 

pustaka, media masssa dan sumber-sumber  lain yang  ada  hubungannya  

dengan  penelitian ini. Adapun  buku-buku yang digunakan  adalah buku-

buku yang berhubungan secara sistematis  dengan  teori konflik, 

kekerasan  terhadap  perempuan dan hukum adat di Kota Langgur. 

 

1.8.5 Cara pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan  dan  pencatatan dengan sistematik  

fenomena-fenomena  yang  diselidiki.13  Dalam  penelitian kualitatif, 

metode  pengamatan memiliki  peran   penting untuk melengkapi data 

yang tidak diperoleh dengan jalan wawancara. Hal ini karena 

                                                 
13 Hadi,Sutrisno, “ Metode  Research”, Yogyakarta : Fak.Ekonomi  UGM,1997,hal.159 
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dimungkinkan peneliti untuk mendapaatkan informasi  sesuai dengan 

setting yang dikehendaki. Menurut Moleong, pengamatan  berfungsi  

untuk  mendengarkan  secermat  mungkin sampai  pada  interaksi  sosial, 

kedisiplinan, kinerja dan  lainnya. 

b. Interview 

Interview adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik atau berlangsung secara tatap muka. 

Adapun  pihak-pihak  yang  diwawancarai adalah stakeholder  KTP yang 

ada dalam masyarakat (korban, tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  aparat  

penegak  hukum) dan  instansi  atau LSM sebagai pemerhati  penanganan 

tindak  Kekerasan Terhadap Perempuan. 

c. Studi Pustaka 

Menurut Nawawi14  studi  pustaka merupakan upaya pengumpulan   data 

dan teori melalui buku-buku, majalah, leaflet dan  sumber  informasi non 

manusia  sebagai  pendukung  penelitian, seperti dokumen, kliping, 

koran, agenda dan rekaman. 

 

1.8.6 Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan 

menggunakan metode non statistic yaitu analisis kualitatif. Data yang 

diperoleh  dari  penelitian  dilaporkan  apa adanya, selanjutnya dianalisis dan  

dipaparkan  secara  deskriptif  untuk  mendapatkan gambaran fakta yang  ada 

dan  untuk  menjawab  pertanyaan pada rumusan masalah.  

Menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis 

evaluation  research  untuk  menyediakan  informasi   tentang  sejauh mana 

suatu kegiatan tertentu  telah tercapai.15  Metode  analisis  utama  yang  

digunakan  adalah  analisis  data  hasil wawancara dan  pengamatan ditulis  

dalam  suatu  catatan lapangan yang  terinci, data dari catatan lapangan inilah 

yang  dianalisis  secara deskriptif. 

                                                 
14 Nawawi,Hadari, “Instrumen  Penelitian  Bidang  Sosial”,Yogyakarta:Gajah Mada University 

Press,1984,hlm.95 
15 Moleong, L.J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 

2002), hlm. 22. 
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Tahap  pertama analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan   adalah  

proses  reduksi  data  yang  terfokus pada  pemilihan, penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar dari  catatan lapangan. Dalam 

proses ini dipilih data yang  relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua 

adalah penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi  

pernyataan  yang  memungkinkan penarikan  kesimpulan. Tahap  ketiga  

adalah  penarikan  kesimpulan  berdasarkan  reduksi  dan  penyajian  data. 

Rangkaian proses ini  menunjukkan  bahwa analisis data kualitatif  dalam 

penelitian ini bersifat  menggabungkan  tahap  reduksi  data, penyajan data, 

dan penarikan  kesimpulan  secara  berulang  dan  bersiklus.Data hasil 

penelitian  yang  telah dikumpulkan sepenuhnya  dianalisis  secara  kualitatif  

berdasarkan tiga tahapan analisis  tersebut. 

Analisis  data  dilakukan  setiap  saat pengumpulan  data  di lapangan 

secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar 

tercapai konsistensi, dilanjutkan abstraksi-abstraksi teoritik terhadap 

informasi di lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-

pertanyaan  yang  sangat memungkinkan dianggap mendasar dan  universal. 

Gambaran atau informasi mengenai perusahaan yang dikaji tetap 

mempertimbangkan derajad koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan 

dengan fokus penelitian16.  

 

1.9 Sistematika  Penulisan 

Dalam  menjawab  hubungan  koherensi  yang  baik  antar  unsur-unsur  yang  

diteliti,  maka  sistimatika  penulisan  sangat  diperlukan  dalam  memberikan  

kemudahan  memahami  alur  pembahasan  penulis  dalam  penelitian  ini.  

Adapun  sistematika  pembahasan  dalam  penelitian  ini  dipaparkan  sebagai  

berikut : 

Bab  I  : Pendahuluan  yang  mengungkapkan  tentang  Latar  Belakang  

Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan di  kota  Langgur-

Maluku  Tenggara,  Perumusan  Masalah,  Tujuan  dan  Kontribusi  

                                                 
16 Moleong, L.J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya. Cetakan ke-6., 

2002), hlm. 
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Penulisan,  Hipotesa, Kerangka  Teori, Metodologi  Penelitian,  dan  

Sistematika  Penulisan  Tesis 

Bab II :  Pada  bab  ini  penulis  akan  mendeskripsikan  secara  umum potret 

kota Langgur Maluku Tenggara yang antara lain memuat sejarah, 

perekonomian, bahasa, Sosbud, budaya patriarki, lembaga penegak 

hukum dan peranannya dalam penanganan KTP serta peran 

lembaga nonlitigasi dalam pemberdayaan perempuan.  

Bab III  : Pada  bab  ini  didiskusikan teori-teori  konflik dan kekerasan yang  

dipakai  untuk  menganalisis  Kekerasan Terhadap Perempuan, 

gender sebagai konstruksi sosial budaya, Kekerasan Terhadap 

Perempuan atas nama budaya dan agama di  kota  Langgur-Maluku  

Tenggara, dan KTP dalam perspektif studi perdamaian. 

Bab  IV  : Pada  bab  ini,  penulis  memaparkan analisa kekerasan terhadap 

perempuan dan upaya penanganannya di kota Langgur meliputi : 

faktor penyebab terjadinya KTP, respons korban/institusi 

pemerintah-non pemerintah terhadap kasus KTP, analisis 

penanganan KTP, dan akar kekerasan terhadap perempuan di  kota  

Langgur-Maluku  Tenggara. 

Bab V :  Bab  ini  sebagai suatu kesimpulan yang memaparkan hasil temuan 

tentang kekerasan terhadap perempuan di Langgur Kabupaten 

Maluku Tenggara dan hubungannya dengan teori kekerasan yang 

digunakan dalam penelitian. Memuat rekomendasi berdasarkan 

kajian teori sebagai temuan model untuk menangani kasus KTP di 

Langgur Maluku Tenggara.  
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Masalah kekerasan terhadap perempuan di Kota Langgur  Kabupaten  

Maluku  Tenggara  telah diakui  sebagai  permasalahan  yang  serius  dan  terjadi 

selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan yaitu 

keluarga, tempat  kerja,  masyarakat   dan  Negara  dengan berbagai  bentuk  dan 

jenis kekerasannya. Hasil wawancara dengan Aparat Dinas Sosial Kabupaten 

Kota  Langgur  diperoleh  informasi   bahwa  meskipun  masyarakat di Kabupaten   

Maluku  Tenggara  tahu  bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan terutama di 

dalam rumah tangga merupakan kejahatan dan pelanggaran HAM, namun   

masyarakat  beranggapan bahwa tindak  kekerasan terhadap  perempuan  terutama  

kepada   istri merupakan masalah pribadi/ keluarga   yang  merupakan  kewajaran  

dan tidak  memerlukan campur  tangan orang  lain. Dalam kondisi yang  demikian  

maka  sulit  bagi   masyarakat  sekitar untuk  ikut serta dalam  penangan   kasus 

tindak  kekerasan terhadap perempuan  yang  mereka  lihat  dan  ketahui. 

Namun sebagai upaya penanganannya, telah dilakukan serangkaian 

lokakarya Nasional  mengenai  kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan  

mengisyaratkan  bahwa  kekerasan  terhadap  perempuan  berakar pada: 

a. Sistem budaya patriarkhi yang berpengaruh kepada rendahnya 

status/kedudukan  perempuan  di hampir  seluruh  bidang  kehidupan. 

b. Interpretasi  ajaran  agama  yang  kurang  tepat  seringkali  berpengaruh 

kepada  terjadinya  sub-ordinasi  dan  beban  ganda  bagi  kaum  perempuan. 

c. Pengaruh feodalisme yang selain menyebabkan sub-ordinasi juga mendorong  

terjadinya  marjinalisasi  perempuan. 

d. Kehidupan social, ekonomi, dan  politik yang tidak adil  bagi  perempuan 

telah membatasi ruang gerak dan pengembangan potensi diri kaum 

perempuan  terutama  pada  ranah  publik.  

Bentuk   dan  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  sangat  bervariasi  di 

Kota Langgur, demikian pula faktor-faktor yang menyebabkan dan 

melanggengkan terjadinya kekerasan terhadap  perempuan cenderung bersifat 
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majemuk. Faktor-faktor  tersebut dapat  berada   dalam  pola  pikir  individu, nilai-

nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat, adat-istiadat, pandangan  tokoh agama dan 

tokoh adat, kebijakan   pemerintah, kondisi  ekonomi serta  dinamika  sosial  yang  

terjadi.  

Dalam  diri   perempuan   seperti  keinginan  untuk  selalu  dilindungi  oleh  

laki-laki  dengan  menurunkan   keinginan   memperoleh ’kekuasaan’  membawa  

dampak  kepada   maraknya  terjadinya   tindak   kekerasan  terhadap   perempuan. 

Faktor  yang  seringkali disoroti  juga adalah  interpretasi  ajaran  agama  yang  

kurang tepat (khususnya  dalam  masalah   perkawinan/poligami  dan  pembagian  

peran)  serta  nilai  budaya  dan  kemiskinan. Penghapusan  kekerasan  terhadap 

perempuan  yang  telah diantisipasi   dengan  terbitnya  Undang-Undang   Nomor  

23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  hanya  

akan  berhasil  apabila terdapatnya  pengakuan  pada  kesetaraan  dan tidak  

adanya  diskriminasi antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  berbagai  aspek   

kehidupan. 

 

5.2. Rekomendasi 

Diperlukan  inisiatif  pemerintah   daerah   dengan  sebuah  terobosan untuk 

membuat mekanisme pemenuhan hak-hak perempuan melaului pembuatan  

kebijakan  yang  mendukung   penguatan  hak-hak  perempuan di Kota Langgur 

dan  menekankan   perlunya  memikirkan  secara  matang  dan  mendalam  metode  

dan  cakupan  kerja  mekanisme  yang  akan  terbentuk,  apakah  akan   fokus  

pada  pemantauan  kekerasan terhadap  perempuan, penanganan  kekerasan 

terhadap  perempuan atau   keduanya.  

Perlu dilakukan  kajian-kajian  empiris kualitatif dan komparatif untuk 

menginventarisir  dan  membuat konvergensi  mengenai  unsur-unsur  budaya  di  

Kota   Langgur   yang   sama  dan   mirip  (prinsip  similaritas)  dan  yang  relevan   

guna  mendukung upaya penanganan KTP. Perlu  dilakukan semacam ‘relativisme 

budaya’, ‘desakralisasi budaya’ (khususnya segi normatifnya) tertentu   dalam  

pengertian  tidak  terlalu  menganggap  nilai  budaya  sebagai absolut,  mutlak   

dan  final,  dan  given,  melainkan   hendaknya  terus  dikaji  dan  kembangkan   

dimensi   kognitifnya  yang   lebih  kontekstual, relevan  dan  dinamis   sesuai  
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dengan  kebutuhan  sosial  saat   ini  dan  nanti   yang  mendukung    penanganan   

kekerasan   terhadap   perempuan.  Kajian   proses  dan  produk   budaya  yang   

dinamis  tersebut  pada  saatnya  perlu  disosialisasikan  dan  dimanfaatkan  

melalui  praktek  pendidikan  dan  praksis   pembangunan   pada  umumnya,  serta  

lebih   khusus  melalui   strategi  rekayasa  kebudayaan lokal  ke depan. 

Berikut  ini  dipaparkan  bagan   Model   Penanganan  Tindak  Kekerasan  

Terhadap  Perempuan  di  Langgur-Maluku  Tenggara   sebagai   alternatif   

pilihan  yang dapat  digunakan  oleh  pihak-pihak  pemerhati  masalah  KTP,  

dalam   upaya  mencegah, menangani  dan  meminimalkan  tindak  KTP. Berbagai  

hal yang dapat dilakukan di tingkat personal aktor, organisasi sosial  

kemasyarakatan, aparatur penegak hukum, Lembaga Swadaya  masyarakat,  

Media  massa,  tokoh  adat,  tokoh  agama  dan   masyarakat   korban  KTP. 
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MODEL  PENANGANAN  TINDAK  KEKERASAN  TERHADAP  PEREMPUAN  DI  LANGGUR  MALUKU  TENGGARA 

LEVEL TAHAPAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM METODE OPSI 

Level 

1* 

Pencegahan  -Masyarakat 
Maluku  
Tenggara  

 

- Sosialisasi  UU Kekerasan Terhadap  
Perempuan (UU KDRT,KTA). 
-Pembuatan  dan1 pengesahan  Perda  
tentang Penghapusan KTP 
 

-Meningkatkan pemahaman  
masyarakat  tentang  
kekerasan/violence, dan KTP 

- Penetapan  sanksi/hukuman  
bagi  pelaku  KTP 

-koordinasi  antar lembaga 
litigasi  dan non litigasi. 

 

 Penanganan  
 

Masyarakat 
Korban 
KTP 

 
 

-Penegakan hukum KUHP  pasca-KTP, 
dan penanganan KTP yang berkeadilan 

-Penaganan kasus yang nirkekerasan dan 
berkeadilan 

-Melakukan komunikasi  dan kerjasama 
dengan lembaga terkait dalam menagani 
kasus KTP 

 

-Memberikan sanksi-sanksi yang 
tegas kepada pelaku KTP 

- Meningkatkan profesionalisme 
aparat penegak hukum dan 
Pemda dalam mengatasi KTP  

 

Meningkatkan koordinasi antar 
lembaga litigasi dan nonlitigasi 
 
 

 Pemilihan  
 

Masyarakat 
Korban KTP 
 

-Melakukan pemulihan  mental dan fisik 
korban 

-Memberikan jaminan keamanan 
bagi korban 

 
-Mengurangi dan menghilangkan 
rasa trauma korban 

 

-Menyelenggarakan  berbagai 
pelatihan penanganan bagi 
korban kekerasan secara 
mental/psikologis,dan fisik 

 

 Pemberdayaan  -Korban KTP  -Melakukan pendekatan  interpersonalia 
pada pihak korban dan pelaku KTP 

 
-Melakukan  mediasi bagi pelaku dan 
korban KTP 

-Meminimalkan tindak KTP 
- Menjembatani kesepakatan 
antara pihak pelaku dan korban 

-Mengupayakan terbentuknya 
kesepakatan bersama antar 
pihak terkait dalam menangani 
masalah KTP. 
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Level 

2** 

Pencegahan  
 

-Masyarakat 
Langgur-
Malra 

 
 

-Pendidikan publik tentang hukum dan 
Kekerasan/violence  

 
-Mengadakan penelitian mengenai tindak 
KTP untuk mengetahui penyebab 
terjadinya KTP 

 

-Sosialisasi Keadilan dan 
kesetaraan Gender/KKG 

-Sosialisasi UU Penghapusan 
KTP 

-Sosialisasi UU KDRT 
 

- Koordinasi dengan lembaga 
litigasi dan non-litigasi lainnya 

 
 

 Penanganan  
 

-Korban 
-Pelaku 
 

-Melakukan pendekatan dan mediasi antar 
korban dan pelaku 

 
-Merespons  kasus-kasus KTP yang 
sedang terjadi dengan koordinasi bersama 
lembaga litigasi 

 

-Menyatakan kepedulian bagi 
korban  

 Kesepakatan antara pelaku dan 
korban 

-Investigasi kasus KTP 
 

-Mengadakan jejaring dalam 
berbagai event terkait 
penanganan KTP 

 

 Pemulihan  
 

Korban KTP -Traumahealing bagi korban dengan 
menghadirkan  psykhiater 

 

-Memberikan kepedulian dan rasa 
aman bagi korban 

 
-Menyatakan kepedulian bagi 
korban  

 

-Melakukan pengawasan 
bersama antar lembaga 
pemerintah dan lembaga sosial  
kemasyarakatan 

 

  Pemberdayaan  -Korban KTP 
 
 
 
 

-Pendidikan ketrampilan bersama bagi 
kelompok perempuan korban KTP,untuk 
pengembangan potensi perempuan  

 
 

- Menciptakan kemandirian 
perempuan korban KTP dalam 
menggali potensi diri yang 
tangguh 

 

-Melakukan kesesuaian program 
antar lembaga terkait  

LEVEL 

3*** 

Pencegahan  Perempuan di 
Maluku 
Tenggara 
 

-Sosialisasi UU KUHP,UU KDRT, dan 
UU Kekerasan Terhadap Anak   
-Pendidikan publik tentang tindak 
kekerasan terhadap perempuan.  
 
 

- Memberikan pengetahuan 
mengenai  berbagai Penetapan 
hukum formal (KUHP) serta 
hukum yang  berkaitan dengan 
tindak kekerasan terhadap 
perempuan 

-Koordinasi antar lembaga 
litigasi dan nonlitigasi dalam 
menyelenggarakan event 
berkaitan tindakan  prefentif. 
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-Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan 
Gender 
 

-Memberikan pemahaman 
terhadap munculnya KTP 

 
 Penanganan  

 
Perempuan 
korban KTP 
 

-Sikap berani melapor dan terbuka kepada 
aparatur penegak hukum berkaitan dengan 
tindak KTP yang dialaminya 
-Investigasi Kasus KTP oleh pihak 
aparatur Negara dan LSM 
-Pelatihan penanganan kasus KTP secara 
mental/psikologis maupun fisik 
 

-Keberpihakan aparatur penegak 
hukum terhadap hukum tertulis, 
yang merupakan jaminan bagi 
perempuan korban kekerasan 
-Mengilangkan rasa trauma 
terhadap konteks kekerasan yang 
dialami 
 

-Peningkatan koordinasi antar 
pihak terkait yang menagani 
tindak kekerasan. 

 Pemulihan  
 

Perempuan 
korban KTP 
 

-Melakukan pendekatan interpersonal pada 
pihak korban dan pelaku KTP 
 
-Melakukan mediasi pada pelaku dan 
korban KTP 
 

-Meminimalkan  
  Peluang terjadinya KTP 
-Terdapat kesepakatan positif 
antar pelaku dan korban 
 

-Pengawasan bersama antar 
lembaga pemerintah dan 
Lembaga pemerhati KTP 
 
-Penguatan koordinasi dan 
kerjasama antara 
pemerintah,Tokoh Adat,LSM 
dan Masyarakat 

 Pemberdayaan  Perempuan 
Korban KTP 

-Aktif berpartisipasi dalam kegiatan 
pelatihan kertrampilan 
 

-Mengupayakan kesanggupan 
melerai konflik dalam diri,dan 
berupaya  menggali dan 
mengembangkan potensi diri 
secara optimal 

-Meningkatkan kesesuaian 
program antar lembaga terkait 
 
 
 

Keterangan Bagan : 

Opsi 1. Ruang lingkup : Polri,Pemda,Badan Pemberdayaan Perempuan 

Opsi 2, Ruang lingkup : LSM,Tokoh Adat,Tokoh Agama, Akademisi, Media Massa 

Opsi 3, Ruang Lingkup : Kaum Perempuan dan perempuan korban KTP. 
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